
 

 
  

 
 

 
 

                                WALIKOTA TEGAL 

                         PROVINSI JAWA TENGAH 
 

                           PERATURAN WALIKOTA TEGAL 
 

                                          NOMOR  19  TAHUN  2015 

 
                                                     TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL  

NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA 

KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

                                              WALIKOTA TEGAL, 
 
Menimbang : a.  bahwa sehubungan perubahan indeks harga dan 

penambahan jenis kegiatan pada Standarisasi Indeks 
Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan 

Honorarium Tahun 2015, perlu mengubah Peraturan 
Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, 
Pengadaan dan Honorarium Tahun 2015; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Tegal; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor  551); 

  4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

   
5. Undang-Undang . . . 
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  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5589); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4855); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4713); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  10.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

  11.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
   

12. Peraturan . . . 
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  12.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 

Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 

  13.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 

  14.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17); 

  15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

  17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah; 

  18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

  20.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 

  21.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.02/2014 

tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015; 

  22.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, 

Pengadaan dan Honorarium Tahun 2015 (Berita Daerah 
Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal 

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya 
Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium 
Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 

2); 
  23.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita 
Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26); 

   
MEMUTUSKAN . . .  
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MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2014 
TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, 

PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2015. 
 

 
Pasal  I 

 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan 

Honorarium Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 16) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2014 
tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan 
Honorarium Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 2) 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf G  Satuan Biaya 

Pengiriman Diklat (Satu Pintu) nomor 1 dan 2 halaman 23 diubah 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

2. Ketentuan Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan halaman 25 
ditambahkan 1 huruf yakni huruf I Satuan Biaya Forum Koordinasi 

Pimpinan Kecamatan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

3. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan Huruf A Alat Tulis 

nomor 73 halaman 68 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

4. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan Huruf A Alat Tulis 

nomor 125 halaman 73 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

5. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan Huruf D Blanko/ 
Formulir/ Cetakan nomor 48 halaman 89 diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

6. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan Huruf E Pengadaan 

Barang-Barang Rumah Tangga nomor 44 halaman 95 diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

7. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan Huruf F 

Perlengkapan Kantor dan Lain-lain nomor 62 halaman 119 diubah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

8. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan Huruf F 
Perlengkapan Kantor dan Lain-lain halaman 132 ditambahkan  4 nomor 

yakni 208 Mesin Porporasi Karcis/Kartu Retribusi Pasar, nomor 209 Baki 
kayu, nomor 210 Alat RO Rusunawa dan nomor 211 Alat Water 

Threatment sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

9. Ketentuan  . . . 
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9. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan Huruf K Komputer 

dan Lain-lain sub Catridge Printer Tinta halaman 251 diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

10. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan Huruf N Bahan 
Bangunan/Material nomor 1-275 halaman 268 diubah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

11. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan Huruf O Upah nomor 
1-24 halaman 297 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

12. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan Huruf R Pendidikan 
dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja nomor 8-9 halaman 322  

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

13. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan Huruf T Peralatan 
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri nomor 12-13 halaman 328  
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

14. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium Angka 3 Pejabat/Panitia 

Pengadaan nomor I  halaman 337 diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

15. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium Huruf B Kegiatan yang 
Dilaksanakan dalam Bentuk Panitia/Tim sub B Kegiatan Khusus nomor 1   

halaman 344 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

16. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium Huruf D Kegiatan yang 
Dilaksanakan dalam Bentuk Regu/Piket/Patroli (Kegiatan Khusus yang 

sifatnya untuk mendukung Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah) 
halaman 355 ditambahkan 1 nomor yakni nomor 4 Komunitas Intelijen 
Daerah (Kominda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

17. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium Huruf G Pekerjaan-

Pekerjaan Khusus halaman 360 nomor 5 Profesional Fee Kegiatan 
Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklat Pim) dan Latihan Pra Jabatan 

(LPJ) ditambahkan 1 point yakni Non Eselon/Pembimbing Pra Jabatan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

18. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium Huruf G Pekerjaan-
Pekerjaan Khusus halaman 361 nomor 20 diubah dan ditambahkan 1 

nomor yakni nomor 20.a Honor Petugas Pengamanan Parkir Balaikota 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

19. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium Huruf G Pekerjaan-
Pekerjaan Khusus nomor 39 halaman 364  diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

20. Ketentuan . . . 
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20. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium Huruf G Pekerjaan-
Pekerjaan Khusus nomor 81 halaman 378 diubah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal. 

 

Ditetapkan di Tegal 

pada tanggal 12 Agustus 2015  
 

WALIKOTA TEGAL, 

 
ttd 

 
SITI MASITHA SOEPARNO 

 
 

Diundangkan di Tegal 
pada tanggal 12 Agustus 2015 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 
 

 

ttd 

                     DYAH KEMALA SINTHA 
 
           BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 19 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 

 
ttd 

 
I. SUTJIPTO, S.H. 
Pembina Tingkat I 

               NIP.19580102 198603 1 015 


